HAMBATAN-HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DI INDONESIA
NOVA AVIANTI, Sutanto 153

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdurrasyid, H. Priyatna, 2011, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Cetakan Kedua, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Anggraeni, Anita Dewi, 2013, Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa
Kontrak Melalui Arbitrase, P.T. Alumni, Bandung.

Fuady, Munir, 2013, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory),
Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta.
, 2003, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bisnis), Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, Yahya, 1996, Perlawanan Terhadap FEksekusi Gross Akta Serta
Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum
Eksekusi, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.

, 2011, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan
Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta.

, 2014, Ruang Lingkup Permasalahan FEksekusi Bidang
Perdata, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartini, Rahayu, 2009, Penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia:
Dualisme kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase,
Kencana, Jakarta.

Irawan, Candra, 2010, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa
di luar Pengadilan (Alternatif Dispute Resolution) di Indonesia,
CV. Mandar Maju, Jakarta.

Margono, Suyud, 2004, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase
Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Cetakan Kedua,
Bogor.

, 2010, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute
Resolution (ADR), Teknik & Strategi dalam Negosiasi,
Mediasi dan Arbitrase, Cetakan Pertama, Ghalia
Indonesia, Bogor.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan
Pertama Edisi Ketujuh, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.



HAMBATAN-HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DI INDONESIA
NOVA AVIANTI, Sutanto 154

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Miru, Ahmadi, 2011, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233
Sampai Pasal 1456 BW. Cetakan Ketiga, PT. Rajagrafindo
Persada, Jakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan
Penerapan Hukumnya, Cetakan pertama, Prenadamedia Group,
Jakarta.

RajaGuguk, Erman, 2001, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Cetakan
Kedua, Chandra Pratama, Jakarta.

Salim, 2013, Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunan Kontrak, Cetakan
Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Ul
Press (Universitas Indonesia), Jakarta.

, dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kesembilan, PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2010, Hukum Perjanjian, Cetakan Keduapuluhtiga, Intermasa,
Jakarta.

Suharnoko, 2005, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus, Cetakan
Ketiga, Kencana, Jakarta.

Suparman, Eman, 2012, Arbitrase <& Dilema Penegakan Keadilan,
PT.Fikahati Aneska.

Sutiarso, Cicut, 2011, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis,
Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2003, Hukum Arbitrase, Cetakan
Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Widnyana, 1. Made, 2009, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Cetakan
kedua, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2013, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase
Nasional Indonesia Dan Internasional, Cetakan Kedua, Sinar
Grafika, Jakarta.



NOVA AVIANTI, Sutanto 155
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Het Herziene Indonesich Reglement — HIR. Reglement Indonesia Yang
Diperbaharui.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan
oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan 8. Pradya Paramita,
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.

III. INTERNET

Amrie Hakim, “Apa Definisi Ketertiban Umum?”,
http.:.//www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-
definisi-ketertiban-umum-, diakses tanggal 18 Juli 2016

IV.  PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel perihal Tingkat Pertama perkara
PT. Tringgading Agung Pratama, 9 Desember 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 perihal Banding
perkara PT. Royal Industries Indonesia dan Badan Arbitrase
Perdagangan Berjangka Komoditi, 26 Agustus 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 perihal Banding
perkara Yayasan Perguruan “Cikini”, 29 Oktober 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/PDT.SUS/2010 perihal Banding
perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 9 Juni 2010.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DI INDONESIA



HAMBATAN-HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DI INDONESIA
NOVA AVIANTI, Sutanto 156

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 perihal Banding
perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Deutz Asia
Pacific,Pte.Ltd, 9 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt.Sus/2010 perihal Peninjauan

Kembali perkara PT. Pembangunan Perumahan, 29 November
2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 PK/Pdt.Sus/2011 perihal Peninjauan
Kembali perkara PT. Cipta Kridatama, 21 Oktober 2014.



	DAFTAR PUSTAKA
	I. BUKU
	II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	III. INTERNET
	IV. PUTUSAN PENGADILAN


